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ABSTRAK 

 

 

Ricki Yanto. 201410115174. Skripsi. Perbedaan Dasar Peraturan 

Perundang-undangan Majelis Hakim Dalam Pertimbangan Penerapan Pasal 102 

Huruf (E) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi 

Kasus Putusan No. 2479K/Pid.Sus/2016 Dan 2480K/Pid.Sus/2016). 

Tindak pidana Kepabeanan adalah kejahatan yang cukup serius karena 

kejahatan ini dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat besar,  

perbedaan dasar peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan Majelis 

Hakim diharapkan dapat mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat sehingga tercapai keadilan bagi 

semua pihak. 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif yang meneliti dari bahan pustaka seperti: buku, jurnal, peraturan 

perundang-undangan. 

Hasilnya menunjukan bahwa dalam proses peradilan tindak pidana 

kepabeanan Majelis Hakim mengesampingkan asas hukum yaitu peraturan yang 

lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.  
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Ricki Yanto. 201410115174. Essay. The Basic differences in the Laws and 

Regulations of the Judges in Consideration of the Application of article 102 letter 

(e) Acts No. 17 Year 2006 About Customs (Case Study No. 2479K/Pid.Sus/2016 

And No. 2480K/Pid.Sus/2016. 

Customs crimes is an injury serious enough for crimes can be posed potential 

huge losses to the state , the basic rules perundang-undangan in consideration of 

the judge in expected to get legal certainty according to the ordinance perundang-

undangan already made so as to achieve justice for all parties involved. 

The method used in this research is research examining the juridical 

normative pustakan as: book, the journal, regulations. 

The results show that in the judicial process of criminal acts of customs the 

judge in the exclusion of legal principle that is, higher the exclusion of regulations 

that lower 
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